WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 100.3.3.3 _63 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

_ bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Kecurangan
(Fraud) dalam Pelaksanaan  Program Jaminan
Keschatan, maka perlu dibentuk tim pencegahan
kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2023;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pencegahan
Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran




Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 7021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

_ Undang-Undang Nomor 40 T ahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44356},
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan Sektor Keuangan (Lembaran Daerah
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 6845);

_ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6356);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244  ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



10.

11.

12.

13.

14.

16.

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019
tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan
(Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap
Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat I
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3423);

_ Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
7016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 98);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota



Sawahlunto Tahun 2022 Nomor &, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);

17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 T ahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walli Kota Nomor 61 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggarar 2023;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU . Membentuk Tim Pencegahan  Kecurangan dalam
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
KEDUA . Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang
berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (fraud);
c. mendorong pelaksanaan fafa kelola organisasi
dan/atau tata kelola klinis yang baik;
d. melakukan  upaya deteksi dan  penyelesaian
kecurangan (fraud);
e. monitoring dan Evaluasi; dan
f. pelaporan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat  kekeliruan akan dilakukan  perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3| Jan i 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan

3. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3 - 63 -2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KECURANGAN DALAM

PENCEGAHAN
PELAKSANAAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

TAHUN 2023.
NO JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

1. | Kepala Dinas Keschatan Pengendalian Penduduk | Penanggungjawab
dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto

5. | Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Ketua
dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto |

3. | Kepala Bidang Pelayanan Promosi Sumber Daya Sekretaris
Kesehatan —

4. | Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Anggota

5. | Kepala Badan Penyelenggaraan J aminan Sosial Anggota
Kesehatan Kota Sawahlunto

6. | Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Sawahlunto Anggota

7 | Ketua Persatuan Dokter Gigi indonesia Kota Anggota
Sawahlunto

8. | Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Sawahlunto Anggota

5. | Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kola Anggota
Sawahlunto

10. | Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Sawahlunto Anggota

11. | Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota | Anggota
Sawahlunto

12 | Staf Seksi Pelayanan Kesehatan yang mengurus Anggota

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Sawahlunto

WALI KOTA SAWAHLUNTO,




